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Abstrak

Kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat setiap tahunnya mengakibatkan pembangunan rumah susun komersial hunian berupa apartemen berkembang pesat. Pengembang biasanya memasarkan apartemen dengan sistem Pre Project Selling yaitu pemasaran sebelum adanya bentuk fisik bangunan. Pre Project Selling nantinya akan diikat oleh Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) sebagai pengaman transaksi jual beli antara para pihak. Dalam pembuatan PPJB, pengembang harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Dalam hal pemasaran objek perjanjian yang baru akan ada di kemudian hari, pengembang harus memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Penelitian ini ingin menganalisis apakah PPJB dengan objek yang akan ada dikemudian hari merupakan perjanjian yang sah beserta akibat hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan yaitu hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pemilihan bahan hukum dilakukan dengan memilah bahan hukum sesuai dengan permasalahan penelitian dan dianalisis menggunakan perskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa PPJB merupakan perjanjian yang sah apabila telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 42 ayat (2) dan 43 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun dan akibat hukum yang terjadi apabila terjadi wanprestasi, dapat dimintakan pembatalan ke Pengadilan.
Kata Kunci: Apartemen, PPJB, Pre Project Selling.
Abstract
The need for housing that continues to increase every year resulted in the construction of residential commercial flats in the form of apartments growing rapidly. Developers usually market apartments with a Pre Project Selling system that is marketing before the physical form of the building. Pre Project Selling will be bound by the Preliminary Sale and Purchase Agreement (PPJB) as a safeguard for trade transactions between the parties.  In the manufacture of PPJB, developers must meet the requirements listed in Article 43 paragraph (2) of Law No. 20 of 2011 concerning Flats. In the event that the marketing object of the new agreement will exist at a later date, the developer must meet the requirements listed in Article 42 paragraph (2) of Law No. 20 of 2011 on Flats. This study wants to analyze whether PPJB with objects that will exist in the future is a valid agreement and its legal consequences. This research uses a type of normative juridical research with a statutory approach and a concept approach. The legal materials used are primary law and secondary legal material. The selection of legal materials is done by sorting legal materials in accordance with research issues and analyzed using prescriptive. The results of the research show that PPJB is a valid agreement if it has qualified in Article 1320 of the Civil Code and Article 42 paragraphs (2) and 43 paragraphs (2) of the Flats Law and the legal consequences that occur in the event of a default, may be requested cancellation to the Court.
Keywords: Apartment, PPJB, Pre Project Selling.
PENDAHULUAN 

Perkembangan pembangunan di kota-kota besar setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan cepat. Besarnya tingkat pertumbuhan masyarakat berdampak pada kebutuhan pemenuhan pemukiman. Kebutuhan tempat tinggal yang terus meningkat setiap tahunnya, berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk di Indonesia. Apabila dihitung dengan mempertimbangkan laju pertumbuhan penduduk dan estimasi waktu, total kebutuhan rumah di Indonesia berkisar 1,46 juta unit per-tahun (Kurniawan 2017). Pembangunan rumah susun merupakan salah satu alternatif. Kebijakan pembangunan rumah susun telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Pengertian rumah susun tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, yang berbunyi:
“Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.”

Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan fokus pembahasan adalah jenis satuan rumah susun komersial hunian, yaitu apartemen. Dipilihnya jenis satuan rumah susun komersial dikarenakan berdasarkan hasil riset yang dirilis oleh Savills Indonesia, diperkirakan hingga 2022 ada tambahan sebanyak 129.000 unit apartemen baru (Dewi 2019). Dari analisis penelitian yang dilakukan oleh Andrie I Kartamihardja, ia menyimpulkan bahwa:

“Lebih banyak yang berminat untuk membeli apartemen yaitu sekitar 65% dibandingkan yang tidak yaitu sebesar 35%. Alasan utama membeli apartemen yang paling banyak diungkapkan adalah untuk investasi (Kartamihardja 2015).”

Maraknya pembangunan apartemen beberapa tahun terakhir ini menimbulkan persaingan yang sangat ketat dalam menarik pembeli. Dampak yang timbul adalah adanya cara praktis dan cepat yang dilakukan oleh para pengembang (developer) yaitu dengan cara melakukan pemasaran dengan sistem Pre Project Selling (Purbandari 2012). Pre Project Selling merupakan strategi penjualan satuan rumah susun dengan cara memasarkan rumah susun yang belum selesai dibangun atau bahkan belum dibangun. Untuk mengamankan sebuah transaksi jual beli dengan sistem Pre Project Selling biasanya pengembang akan memberikan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau yang biasa disingkat dengan PPJB kepada calon konsumen.  Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah menyatakan:

“Perjanjian Pendahuluan Jual Beli atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang selanjutnya disebut PPJB adalah kesepakatan antara pelaku pembangunan dan setiap orang untuk melakukan jual beli rumah atau satuan rumah susun yang dapat dilakukan oleh pelaku pembangunan sebelum pembangunan untuk rumah susun atau dalam proses pembangunan untuk rumah tinggal dan rumah deret yang dinyatakan dalam notaris.”


Alur proses jual beli rumah susun yang terjadi dalam praktiknya, yaitu pengembang melakukan iklan pemasaran rumah susun yang akan diperjualbelikan. Pemasaran ini biasanya dilakukan langsung oleh pengembang atau melalui media jasa layanan iklan seperti televisi, koran maupun radio. Setelah itu, konsumen baru melakukan pemesanan unit rumah susun, yang selanjutnya diperjanjikan dalam Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB). Dalam masa dimana rumah susun tersebut telah selesai dibangun sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PPJB, maka akan dilakukan penyerahan rumah susun yang diakhiri dengan dibuatnya Akta Jual Beli (AJB).


Dalam melakukan pemasaran, pengembang melakukan promosi untuk menarik minat calon pembeli. Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

“Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.”

Promosi atau pemasaran dapat dilakukan apabila pengembang telah memenuhi syarat yang tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun yang menyatakan:

“Dalam hal melakukan pemasaran dilakukan sebelum pembangunan rumah susun dilaksanakan, pelaku pembangunan sekurang-kurangnya harus memiliki:

kepastian peruntukan ruang; 
a. kepastian hak atas tanah;
b. kepastian status penguasaan rumah susun;
c. perizinan pembangunan rumah susun; dan
d. jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin.”

Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) dibuat sebagai perjanjian pendahuluan yang bertujuan untuk mengikat para pihak sebelum dibuatnya Akta Jual Beli (AJB). PPJB merupakan kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan prestasi masing-masing di kemudian hari, yakni pelaksanaan jual beli dihadapan PPAT jika bangunan telah selesai, bersertifikat dan layak huni (Shofie 2009).

Aturan main dalam penjualan dan pemasaran pada satuan Rumah Susun terdapat di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah yang mengatakan: “Pelaku pembangunan dapat melakukan Pemasaran Rumah sebelum pembangunan dilaksanakan”. Namun, pelaku pembangunan harus memenuhi persyaratan yang terdapat dalam Pasal 10  ayat (1) yang menyebutkan: 

“PPJB dilakukan setelah pelaku pembangunan memenuhi persyaratan kepastian atas:
a. status kepemilikan tanah;
b. hal yang diperjanjikan;
c. kepemilikan izin mendirikan bangunan induk atau izin mendirikan bangunan;
d. ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
e. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen).”

PPJB harus mencantumkan objek pengikatan jual beli. Objek bisa berupa rumah, apartemen, tanah ataupun jenis bangunan lainnya. Dalam PPJB apartemen, objek pengikatan jual beli adalah apartemen itu sendiri. Transaksi jual beli tanah dan/atau bangunan tidak terlepas dari adanya perjanjian dimana terdapat persetujuan antara para pihak yang saling mengikatkan diri. Satu pihak melakukan penyerahan suatu kebendaan dan pihak lainnya akan melakukan pembayaran yang sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Objek perjanjian jual beli dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Apartemen merupakan objek benda tidak bergerak. Arti penting pembedaan benda bergerak dan tidak bergerak terletak pada penguasaannya (bezit), penyerahannya (levering), kedaluwarsa (verjaaring), dan pembebannanya (bezwaring).


Hukum benda diatur dalam Buku II KUHPerdata. Hukum benda adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur tentang benda (Muhammad 2014). Menurut Pasal 499 KUHPerdata, pengertian benda atau “zaak” adalah “segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik.”  Berdasarkan jenis-jenis benda, objek dalam PPJB termasuk dalam objek benda yang akan ada karena bentuk fisik Apartemen belum sepenuhnya jadi. Benda yang sudah ada dan benda yang akan ada terdapat dalam Pasal 1334 KUHPerdata. Benda sudah ada dan benda akan ada, klasifikasinya terletak pada pembebanan sebagai jaminan utang atau pada pelaksanaan perjanjian. 
Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan utang dan perjanjian yang objeknya benda akan ada dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan sama sekali. Suatu perjanjian juga harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, bahwa syarat-syarat dari sahnya suatu Perjanjian terdapat 4 macam, yaitu (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; (4) Suatu sebab yang halal. Syarat-syarat tersebut terkait dengan subjek dan objek dari suatu perjanjian. Syarat pertama dan kedua berkaitan dengan subjek perjanjian (syarat subjektif) sedangkan syarat ketiga dan keempat berkaitan dengan objek perjanjian (syarat objektif).


Pre Project Selling banyak menimbulkan masalah karena, PPJB Apartemen dilakukan ketika bentuk Apartemen belum terlihat, padahal dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang  Rumah Susun telah disebutkan bahwa paling tidak pembangunan sudah memasuki 20%. Tidak hanya berkaitan dengan bentuk fisik gedung apartemen saja, persyaratan lain juga tidak jarang dilanggar oleh pengembang. Soraya (Deputi Bidang Perumahan Formal Kementrian Perumahan Rakyat) menyatakan:

“Persoalan yang sering muncul adalah proses jual beli pada saat tahapan pembangunan (tahap pra konstruksi) terutama pada proses Perjanjian Pendahluan Jual Beli (PPJB). Pada proses PPJB, seringkali ditemukan kondisi dimana hampir semua konsumen menandatangani hal-hal di luar substansi PPJB dan kebanyakan dari mereka belum atau bahkan tidak mengerti isi dari PPJB karena tidak mendapatkan penjelasan yang lengkap, seperti isi PPJB yang mengandung klausula baku yang isinya cenderung memberatkan calon pembeli dan ingkar janji dari pengembang setelah penandatanganan PPJB” (Kerti 2017). 
Tidak jarang pengembang juga mencantumkan klausula pengabaian atas Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun. Data yang pernah dirilis Kompas.com menyebutkan pada tahun 2010 terdapat 84 pengaduan yang masuk ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan pada tahun 2014 ada 157 kasus apartemen. Jumlah tersebut melonjak 12,7 persen dari tahun sebelumnya yaitu 121 kasus (Alexander 2015).  Umumnya, sengketa yang muncul berupa wanprestasi serah terima kunci, keterlambatan atau tidak terealisasinya pembangunan rumah susun yang dijanjikan (Wijaya and Ananta 2017) dan pembatalan jual beli secara sepihak oleh pengembang disamping adanya klausula yang mangatur masalah angsuran pembayaran yang isinya memberatkan atau merugikan konsumen.


Contohnya seperti pada kasus yang menimpa Apartemen K2 Park di Serpong, Banten oleh PT Prioritas Land Indonesia (PLI) yang terjadi pada tahun 2018 dimana Apartemen yang telah dijanjikan tidak kunjung dibangun. Hal ini merupakan sebuah wanprestasi yang dilakukan oleh PLI terhadap PPJB yang telah disepakati dengan konsumen sehingga PLI dapat dianggap menipu para konsumen. Kasus lain juga menimpa Proyek Lippo Group, Kota Baru Meikarta di Cikarang, Kebupaten Bekasi yang belum mengantongi izin yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah kawasan mengenai tata ruang dan lingkungan dan serta Lippo Group telah secara terang-terangan memasarkan ribuan hunian apartemen ditengah segala perizinan yang belum mereka kantongi (Prabowo 2018). Akibatnya, PPJB Meikarta dianggap tidak sah dan batal demi hukum dan penyelesaian sengketa yang terjadi antara pihak konsumen dan  pengembang dalam PPJB ini dilakukan melalui penyelesaian sengketa dengan metode arbitrase (Rahayu 2019).

PPJB dengan objek jual beli peralihan hak atas tanah yang dibuat dibawah tangan merupakan salah satu perjanjian yang mempunyai potensi untuk adanya konflik. Konflik yang sering terjadi disebabkan oleh para pihak atau salah satu yang tidak memberikan keterangan secara benar (beriktikad buruk) tentang keadaan objek perjanjian, apakah objek tersebut dalam keadaan sengketa atau tidak, selain itu pihak penjual menjual objek tanah tanpa persetujuan dari para pihak yang turut memiliki hak atas tanah yang akan dijual tersebut, developer tidak menyelesaikan apartemen sesuai dengan waktu yang di tentukan oleh perjanjian, atau bisa juga timbul konflik yang disebabkan oleh kesalahan/kelalaian notaris itu sendiri. 

Pada tahun 2018, Clara Julitha Suraja dari Univesitas Katolik Parahyangan melakukan penelitian dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pemasaran Apartemen Meikarta Dengan Sistem Pre Project Selling Yang Belum Memiliki Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”(Suraja 2018). 
Fokus penelitian ini  adalah bagaimana perlindungan bagi konsumen Apartemen Meikarta yang menggunakan sistem Pre Project Selling dengan menggunakan analisis Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sedangkan, penelitian yang dilakukan berfokus pada akibat hukum dari Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) yang menggunakan sistem Pre Project Selling apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak. 
Penelitian lain juga dilakukan oleh Vinna Khairunnisa dari Universitas Islam Indonesia pada tahun 2018 dengan penelitian yang berjudul “Tanggung Jawab Pengembang (Developer) Dalam Penjualan Satuan Unit Apartemen Meikarta Secara Pre Project Selling.”(Khairunnisa 2018). Penelitian tersebut berfokus terhadap bagaimana keabsahan perjanjian dan bagaimana tanggung jawab pengembang dalam penjualan satuan unit apartemen secara Pre Project Selling. Pada penelitian yang peneliti lakukan, lebih berfokus terhadap bagaimana objek yang akan ada di kemudian hari dapat menjadi perjanjian yang sah dan apa akibat hukum yang akan didapat oleh para pihak apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan.

Dengan melihat fakta yang ada, diperbolehkannya melakukan pemasaran dan penjualan sebelum adanya bentuk bangunan dimana bangunan yang diperjualbelikan merupakan objek yang akan ada, dalam sistem seperti ini akan mudah menimbulkan banyak permasalahan. Sehingga, sebelum calon konsumen mengikatkan dirinya pada sebuah PPJB, ia harus benar-benar memahami isi klausula dalam perjanjian tersebut. 
Dalam penelitian ini, akan dilakukan analisis isi perjanjian dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen Menara Rungkut Surabaya Nomor 139/PPJB/KPA/XII/2016. Dipilihnya analisis pada perjanjian ini karena, peneliti bertanya kepada pihak kedua sebagai pembeli dalam perjanjian ini yaitu, Bapak Erwin Hardianto, S.E., bahwa pada saat penyerahan, pihak pertama yaitu pengembang sempat telat melakukan penyerahan unit apartemen, tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan di dalam PPJB kepada pihak pembeli, namun hal itu segera ditangani oleh pihak pengembang dan segera dilakukan penyerahan sehingga, pihak pembeli tidak menutut apapun karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.


Pre Project Selling sendiri sebenarnya belum memiliki payung hukum, sehingga pemasaran dengan sistem Pre Project Selling ditopang dengan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli untuk mengamankan transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan pengembang. Hal tersebut menunjukkan adanya kekaburan norma hukum karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai Pre Project Selling. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis kekaburan norma yang terdapat pada PPJB apartemen dengan sistem Pre Project Selling.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah PPJB Apartemen dengan sistem Pre Project Selling merupakan perjanjian yang sah?

2. Apakah akibat hukum dari PPJB Apartemen dengan sistem Pre Project Selling bagi para pihak?
METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal research). Penelitian hukum normatif adalah sebuah proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2011). 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) yaitu dilakukan dengan cara menganalisis atau menelaah perundang-undangan yang memiliki kolerasi dengan isu hukum yang akan dihadapi dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang. 

Jenis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang dimaksud ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen Menara Rungkut Surabaya Nomor 139/PPJB/KPA/XII/2016. Bahan hukum sekunder yang berupa artikel dan karya ilmiah antara lain jurnal, laporan hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan buku yang berkaitan dengan isu hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini ialah menggunakan studi kepustakaan (library research) yakni dengan menggabungkan semua bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam pengolahan bahan hukum yaitu dilakukan dengan metode memilah bahan hukum yang mempunyai keterkaitan dan relevansi dengan isu hukum penelitian. Selanjutnya, melakukan pengelompokkan menurut penggolongan bahan hukum, baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara sistematis dan logis.

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah teknis analisis preskriptif, yaitu memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN 
PPJB Apartemen Dengan Sistem Pre Project Selling Merupakan Perjanjian yang Sah

Strategi penjualan dengan sistem Pre Project Selling memang telah menjadi model pemasaran property di Indonesia. Farid Husin mengatakan:

“Perlu diingat yang menjadi inti dari Pre Project Selling ini adalah sebenar-benarnya bangunan atau hunian yang ditawarkan dalam brosur itu belum senyatanya terwujud, bahkan kerapkali belum dibangun, masih berupa tanah.” (Husin 2017). 
Pembangunan Apartemen merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarkat dan terbukanya akses penanaman modal asing untuk masuk kedalam kegiatan bisnis Apartemen (Sutedi 2010). 

Sebelum membeli unit Apartemen, ada baiknya jika memeriksa aspek legalitas atas lokasi proyek Apartemen yang akan dibangun. Apartemen biasanya dipasarkan oleh pengembang dengan cara penjualan berdasarkan pemesanan. Hal ini terjadi karena bangunan fisik dari hunian Apartemen yang dibangun belum berdiri. Jual Beli Apartemen dengan pemasaran sistem Pre Project Selling diikat dengan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB). PPJB merupakan kesepakatan para pihak mengenai rencana para pihak yang akan melakukan jual beli dan mengatur tentang hak dan kewajiban sehingga bisa memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas pacta sun servanda, artinya perjanjian adalah undang-undang yang mengikat bagi yang membuatnya. Dengan adanya PPJB maka penjual dan calon pembeli menyatakan kehendaknya untuk melangsungkan jual beli yang sesungguhnya, yaitu jual beli yang dilangsungkan dengan cara pemindahan hak kepemilikan atas objek yang dijual yaitu unit Apartemen.

Pada dasarnya, isi klausula dalam PPJB wajib merujuk pada ketentuan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Jual Beli Rumah. Peraturan ini dikeluarkan guna menjamin keadilan kedua belah pihak yaitu konsumen dan pengembang. PPJB yang dilakukan oleh pengembang pada umumnya dilakukan dengan cara pengembang melakukan penyelesaian pembangunan sesuai dengan jadwal yang sudah diperjanjikan dan sebaliknya, pembeli mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pembayaran secara bertahap sesuai yang diperjanjikan. Para pihak dalam proses jual beli tanah atau bangunan melakukan PPJB karena beberpa alasan, diantaranya:

1. Belum dapat dilakukan pembayaran terhadap objek secara penuh atau lunas;

2. Berkas administrasi yang berupa surat atau dokumen objek belum dilengkapi;

3. Belum dapat dikuasainya objek oleh para pihak, penjual ataupun pembeli;

4. Pertimbangan mengenai nilai objek yang diperjualbelikan yang masih belum ada kesepakatan antara para pihak (Amasangsa and Priyanto 2016).
Pengaturan PPJB dalam KUHPerdata pada dasarnya tidak ditemukan secara tegas. Konteks PPJB pada prinsipnya sama dengan konteks hukum perikatan atau perjanjian dalam KUHPerdata. PPJB merupakan sebuah perikatan yang dihasilkan dari sebuah perjanjian yang tidak bernama (inominaat). Perjanjian tidak bernama diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata. PPJB merupakan perjanjian tidak bernama yang tidak diatur dalam KUHPerdata seperti perjanjian jual beli dan sewa menyewa, namun masuk dalam ruang lingkup perjanjian pada buku ke III tentang Perikatan (Hukum Perikatan). Buku III KUHPerdata menganut sistem terbuka (open system) yang artinya, memungkinkan para pihak untuk membuat suatu perjanjian sesuai dengan kehendaknya yang lebih dikenal dengan asas kebebasan berkontrak. Asas Kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.

PPJB merupakan jenis perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian dimana pihak-pihak sepakat untuk mengikatkan diri melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Ketika pihak penjual dan pembeli menyatakan setuju tentang benda dan harga, ketika itu pula jual beli terjadi dan mengikat secara sah bagi kedua belah pihak (Muhammad 2010). Dengan dibuatnya PPJB pada dasarnya belum mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual ke pembeli. Tahapan ini baru merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (levering), yaitu di tandatanganinya Akta Jual Beli (AJB) dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Terdapat perbedaan antara PPJB dengan perjanjian jual beli pada umumnya yakni, dalam PPJB perpindahan atas barang atau objek baru akan terjadi pada waktu yang akan datang, sedangkan dalam perjanjian jual beli, perpindahan atas barang atau objek terjadi pada saat itu juga, yaitu berpindah seketika dari pihak penjual kepada pihak pembeli. 
Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun, menyebutkan proses jual beli sarusun sebelum pembangunan selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat dihadapan Notaris. PPJB sebagai surat pengikatan perjanjian (overeenkomst) yang berisi hak dan kewajiban berupa prestasi tertentu harus ditunaikan para pihak, maka pelaksanannya diperlukan kejujuran, itikad baik dan tanggung jawab terhadap komitmen yang telah dibuat. Perjanjian yang menganut asas kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakseimbangan dikarena membutuhkan posisi tawar (bargaining position) yang berimbang dari para pihak yang menutup perjanjian. 
Asas kebebasan berkontrak hanya ditandai dengan keinginan konsumen untuk menandatangani atau tidak menandatangani kontrak yang telah disediakan oleh pihak pengembang atau dengan kata lain take it or leave it (Hendrawati 2011). Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan lainnya. Perjanjian baku merupakan bentuk perjanjian yang paling banyak digunakan apabila salah satu pihak sering berhadapan dengan pihak lain dalam jumlah yang sama dan memiliki kepentingan yang sama (Miru 2013). Perjanjian baku tersebut berupa formulir yang telah dibakukan oleh pengembang tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen (Meliala 2012).

Perjanjian jual beli bangunan yang objeknya masih dalam tahap pembangunan, belum mempunyai kepastian hukum karena objek yang diperjanjikan baru akan ada di kemudian hari setelah pembangunan selesai. Kepastian hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Soejono mengatakan: 

“Jelas dalam artian tidak terdapat kekaburan norma atau keraguan (multitafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma” (H 2015). 

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457-1540 KUHPerdata. Menurut Pasal 1457 KUHPerdata:

“Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.”
Menurut definisi tersebut, barang atau benda yang diperjuabelikan yang harus diserahkan dalam persetujuan jual beli  adalah barang berwujud benda. Barang adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek harta benda atau harta kekayaan (Satrio 1992). Berdasarkan hal tersebut, unsur essensialia dalam sebuah perjanjian haruslah ada karena merupakan pokok dalam suatu perjanjian jual beli. Barang atau objek yang merupakan salah satu unsur essensialia ini dapat menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian jual beli. 

Herlien Budiono menyatakan:

“Unsur essensialia dari suatu perjanjian adalah unsur perjanjian yang objeknya harus ada. Dalam PPJB, yang merupakan unsur essensialia adalah sepakat dari pada para pihak, harga dan objek jual beli sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Unsur essensialia dari suatu perjanjian mewujudkan bentuk utuh dari suatu perjanjian. Dalam hal unsur-unsur itu tidak dipenuhi, maka tuntutan terhadap perjanjian tidak dapat diterima” (Budiono 2011). 
Wirjono Prodjodikoro memberikan pandangan, bahwa yang dimaksud dengan kausa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan dari suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan (Prodjodikoro 2000). Misalnya dalam hal jual beli rumah susun, maka penyerahan status kepemilikan atas satuan rumah susun oleh pengembang dan penyerahan pembayaran harga oleh pembeli merupakan kausa dari perjanjian jual beli tersebut. Jual beli menurut hukum tanah nasional harus berpangkal dari hukum adat, yang dalam pelaksaannya harus memenuhi sifat terang dan tunai. Terang artinya pemindahan hak atas objek jual beli dilaksanakan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang. Tunai artinya pembayaran dilakukan seketika pada saat dilakukan jual beli (Hayati 2016). Dalam hukum, dikenal suatu ajaran yang dinamakan Resicoleer. Resicoleer adalah suatu ajaran, yaitu seseorang berkewajiban memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian (H.S. 2003). Resiko dalam perjanjian jual beli tergantung pada jenis barang yang diperjualbelikan.  


Pemasaran dan transaksi yang diselenggarakan dalam hal sebelum pembangunan apartemen direalisasikan, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 diperbolehkan dengan ketentuan sudah melengkapi ketetapan syarat yang disebutkan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun. Objek yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebuah gedung Apartemen yang dimana pemasaran dilakukan sebelum adanya bentuk fisik bangunan. Apartemen ini dapat dikatakan sebagai benda yang akan ada dikemudian hari. Arti penting pembedaan benda yang sudah ada dan benda yang akan ada terletak pada pembebanan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaannya perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Benda yang akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, bahkan perjanjian yang objeknya benda aka nada bisa terancam batal bila pemenuhannya itu tidak mungkin dapat dilaksanakan. Benda yang akan ada bersifat relatif yang dimaksudkan adalah barang-barang yang pada saat itu sudah ada tetapi bagi sebagian orang tertentu, belum ada, contohnya barang yang telah dibeli namun belum diserahkan. Pemasaran dengan sistem pre project selling sama halnya seperti itu. Pengembang hanya memberikan gambaran saja, dan pembeli membayar dengan mengikatkan dirinya pada PPJB. PPJB disini merupakan perjanjian pendahuluan karena bentuk fisik dari gedung Apartemen yang diperjanjikan masih belum ada. Pada saat pembangunan apartemen sudah selesai dan segala prestasi yang diperjanjikan sudah dilakukan oleh semua pihak maka, PPJB akan diubah menjadi AJB  lalu baru akan dilakukan penyerahan kepada yang sudah menjadi pemilik sah. Jika melihat pada Pasal 1131 dan 1134 KUHPerdata, meskipun benda tersebut belum ada keberadaannya, untuk sekarang melainkan baru akan terlaksana dikemudian hari maka, benda tersebut sudah dapat dijadikan sebagai objek perjanjian.

Suatu perjanjian dianggap sah secara hukum dan mengikat para pihak apabila perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut syarat keabsahan perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka PPJB Apartemen sebagaimana perjanjian baku dinyatakan sah apabila setiap unsur terpenuhi. Syarat sah umum berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; yaitu pengembang Apartemen dengan calon pembeli Apartemen tersebut. Mereka sepakat mengikatkan diri tanpa paksaan dari pihak manapun. Sekalipun bentuk perjanjian adalah perjanjian baku, pihak pembeli memiliki waktu untuk membaca dan mempertimbangkan isi perjanjian tersebut sebelum mengambil keputusan untuk menyetujui.

2. Kecapakan untuk membuat suatu perjanjian; pihak pengembang sebagai subjek hukum yang berwenang untuk melakukan pembangunan dan penjualan Apartemen. Pihak calon pembeli merupakan subjek hukum yang harus memiliki kecakapan untuk menjalankan kewajiban dan menerima hak sesuai dengan yang diperjanjikan. Adapun cakap hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum yang dipandang sah secara hukum.

3. Suatu hal tertentu; hal ini berarti objek perjanjian harus terang dan jelas. Objek dalam PPJB adalah satuan rumah susun yang sedang dibangun oleh pihak pengembang dan akan dipenuhi kewajibannya untuk menyerahkan kepada calon pembeli di kemudian hari.

4. Suatu sebab yang halal; objek perjanjian bukanlah sesuatu yang dilarang oleh perundang-undangan atau berlawanan dengan norma-norma seperti norma ketertiban umum dan kesusilaan.

Pembuatan PPJB sendiri didasari oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Rumah Susun yang menyatakan:

“Proses jual beli sarusun sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan Notaris.”

Syarat sah umum lainnya, berdasarkan Pasal 1338 dan 1339 KUHPerdata:

1. Syarat itikad baik; para pihak sama-sama memiliki itikad baik untuk menjalankan kewajibannya masing-masing. Pihak pengembang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan pembangunan Apartemen sesuai dengan yang tercantum di dalam perjanjian. Sedangkan pembeli, berkewajiban untuk melakukan pembayaran sampai lunas sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Syarat sesuai dengan kebiasaan; dalam perjanjian terdapat hal-hal yang tidak diatur secara tegas dalam isi perjanjian, akan tetapi karena kebiasaan secara diam-diam hal itu dianggap diperjanjikan.
3. Syarat sesuai dengan kepatutan; artinya isi perjanjian harus sesuai dengan asas kepatutan.

4. Syarat sesuai dengan kepentingan umum; artinya ada pengakuan terhadap kewenangan negara untuk melindungi kepentingan masyarakatnya.

Syarat-syarat khusus, terdiri dari:(Wijaya 2018)
1. Syarat tertulis dan tertuang dalam akta otentik tertentu untuk perjanjian tertentu. Dalam hal ini, PPJB Apartemen yang dipasarkan dengan sistem Pre Project Selling harus dibuat dalam bentuk akta otentik sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) UU Rusun. Hal ini penting dalam proses pembuktian suatu perkara keperdataan yang nantinya dapat terjadi di kemudian hari.

2. Syarat izin dari pihak yang berwenang yang adalah izin dari pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah/kota yang diberikan pada pihak pengembang Apartemen.


Keabsahan suatu perjanjian merupakan hal yang penting dalam hukum perjanjian karena hal ini menjadi penentu dalam proses hubungan hukum para pihak. Kesepakatan dalam perjanjian adalah wujud dari suatu persesuaian kehendak antara dua pihak atau lebih mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan. Hubungan hukum dalam perjanjian bukanlah suatu hubungan yang timbul dengan sendirinya. Hubungan tersebut timbul karena adanya tindakan hukum. Prestasi dalam sebuah perjanjian ini adalah “objek” dari perjanjian. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. PPJB merupakan hubungan hukum yang berada dalam lingkungan hukum yang diatur oleh undang-undang yang mengandung suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang menimbulkan kekuatan hak pada suatu pihak yang memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi (Supriyadi 2016). Terkait dengan hubungannya dengan bisnis, PPJB berfungsi untuk mengamankan transaksi (Hernoko 2016).

Jual beli merupakan perjanjian konsensuil yang artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara pihak pengembang dan pihak pembeli. Mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga biarupun jual beli itu mengenai barang tidak bergerak. Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli yang diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.”


Asas konsensualisme perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1458 KUHPerdata:

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”.

Dalam hal pemesanan Apartemen, telah melekat hak dan kewajiban bagi para pihak di dalamnya karena adanya suatu kesepakatan sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUHPerdata. Para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut diwajibkan untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati. Menurut Pasal 1333 KUHPerdata, suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Berkaitan dengan penelitian ini, menurut Pasal 1334 KUHPerdata, barang yang baru akan ada dikemudian hari, dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Pada dasarnya, para pihak memang mendapatkan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Sebab atau kausa yang menjadi salah satu faktor dalam hal pembentukan perikatan meskipun memiliki kebebasan, namun tetap dalam batasan yang masih mengandung kepatutan dan kewajaran dalam suatu perjanjian. Dalam ketentuan membuat PPJB harusnya tidak bertentangan dangan hukum yang berlaku. 
Fakta di lapangan terkait pemasaran dengan sistem Pre Project Selling, belum memiliki payung hukum yang dapat memberikan kejelasan kepada masyarakat. Maka dari itu, terdapat salah satu solusi yakni dengan menopangnya dengan PPJB, dengan adanya asas kebebasan berkontrak, maka PPJB dengan objek yang baru akan ada dikemudian hari merupakan perjanjian yang sah. PPJB sebagai perjanjian baku yang mencantumkan klausula baku dikatakan sah dan mengikat para pihak (Wijaya 2018) apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam ketentuan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata.
Peraturan mengenai Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) dan Pre Project Selling dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak cukup hanya melihat dalam ketentuan undang-undang tersebut tetapi harus dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah. Demikian Interpretasi sistematis menggambarkan bahwa syarat sahnya sebuah Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) dengan sistem Pre Project Selling tidak hanya wajib memenuhi syarat pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata saja, melainkan juga harus memenuhi syarat dalam Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Sehingga, apabila PPJB sudah memenuhi syarat-syarat tersebut, PPJB dianggap sah dan berkekuatan hukum mengikat bagi para pihak.
Akibat Hukum dari PPJB Apartemen dengan Sistem Pre Project Selling Bagi Para Pihak

Prestasi merupakan sesuatu yang wajib dipenuhi. Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi selalu disertai dengan jaminan harta kekayaan debitur. Dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata dinyatakan bahwa semua harta kekayaan debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah atau maupun yang akan ada, menjadi jaminan pemenuhan hutangnya terhadap kreditur. 


Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Apartemen Menara Rungkut Surabaya Nomor 139/PPJB/KPA/XII/2016 merupakan perjanjian yang objek perjanjiannya merupakan unit apartemen yang masih akan ada dikemudian hari. Dalam perjanjian ini, para pihak telah sepakat untuk mengikatkan dirinya dengan beberapa ketentuan prestasi-prestasi yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban pengembang dan calon pembeli, dalam PPJB ini tercantum dalam Pasal 9 yang menyatakan:

“A. HAK PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak menerima Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Strata Title) atas nama PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA berhak dan wajib menjadi anggota Perhimpunan atau nama lain mengenai perhimpunan yang akan ditentukan kemudian.

B.KEWAJIBAN PIHAK KEDUA / KEWAJIBAN PENGHUNI

1. PIHAK KEDUA wajib secara umum mematuhi dan melaksanakan Perjanjian ini dan Tata Tertib yang merpakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini

2. PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran harga jual beli maupun kewajiban atas biaya-biaya lainnya termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemakaian listrik, air, telepon dan gas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Perjanjian ini.

3. PIHAK KEDUA wajib menghuni dan menggunakan sesuai dengan peruntukkannya tidak lain hanya untuk sebagai hunian/tempat tinggal

4. PIHAK KEDUA wajib turut menjaga kebersihan, keamanan Apartemen Menara Rungkut

5. PIHAK KEDUA wajib mengijinkan PIHAK PERTAMA melalui pengawal PIHAK PERTAMA untuk masuk dan memeriksa Apartemen untuk melakukan perbaikan-perbaikan apabila diperlukan

6. PIHAK KEDUA wajib memperbaiki sendiri kerusakan-kerusakan di dalam Apartemen/Rumah Susun yang dihuni/ditempati sejak dilakukannya serah terima Apartemen

7. PIHAK KEDUA wajib menjadi anggota Perhimpunan Penghuni setelah dibentuknya Perhimpunan penghuni

8. Sejak penyerahan unit apartemen secara fisik kepada PIHAK KEDUA telah terjadi, maka PIHAK KEDUA dianggap masuk dalam lingkup hunian yang dibelinya dan dengan ini menyatakan tunduk kepada Peraturan dan Tata Tertib yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA selaku penyelenggara bangunan.

9. Sejak penyerahan secara fisik terjadi, maka PIHAK KEDUA dalam kaitannya dengan unit yang dibelinya menyatakan akan tunduk kepada kewajiban:

a. Menjadi anggota Perhimpunan Penghuni

b. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

C.KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA wajib mengurus penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun (Strata Title) sampai dibalik nama menjadi atas nama PIHAK KEDUA

2. PIHAK PERTAMA wajib mengasuransikan Apartemen pada perusahaan asuransi yang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian ini.”


Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Repulik Indonesia Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah, sebaiknya akta PPJB wajib dibuat dalam bentuk notariil walaupun pada prakteknya, tidak semua PPJB selalu berbentuk notariil. Dengan adanya beberapa isi akta PPJB, bisa saja muncul sengketa yang dipermasalahkan oleh salah satu pihak. Perumusan jangka waktu pemenuhan hak dan kewajiban di dalam akta menjadi sangat penting dan harus terinci dengan tepat karena ini juga akan berkaitan dengan sanksi-sanksi apabila PPJB tersebut dilanggar oleh para pihak. Tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu PPJB dapat terjadi karena pihak yang mengikatkan dirinya melakukan cedera janji atau wanprestasi. 


Wanprestasi artinya tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah di tetapkan terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perikatan, baik yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun yang timbul karena undang-undang (Murniaseh 2021). Bentuk wanprestasi bisa terjadi karena tidak terpenuhinya sama sekali suatu prestasi, terlambat dalam pemenuhan prestasi, prestasi tidak dilakukan sebagaimana mestinya yang diperjanjikan di dalam PPJB dan melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan. Penyebab wanprestasi ada 2 kemungkinan, yaitu adanya keadaan memaksa (force majeure) dan karena adanya kesalahan yang disengaja maupun kelalaian para pihak (Admin 2020). Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata yang menyatakan:
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah:
1. Ada perjanjian oleh para pihak;
2. Ada pihak yang melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati;
3. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian.

Wanprestasi dalam PPJB Apartemen Menara Rungkut Surabaya diatur dalam Pasal 11 yang menyatakan:
1. PIHAK PERTAMA dinyatakan cidera janji apabila PIHAK PERTAMA tidak menyerahkan Apartemen tepat pada waktunya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.
2. PIHAK KEDUA dinyatakan cidera janji apabila PIHAK KEDUA melakukan perbuatan tersebut dibawah ini baik salah satu atau secara bersamaan:
2.1 PIHAK KEDUA lalai melakukan pembayaran harga jual beli sebagaimana diatur pada Pasal 3, Pasal 4 Perjanjian ini maupun biaya-biaya sebagaimana diatur pada Pasal 5 Perjanjian ini berikut denda-dendanya salama 3 (tiga) bulan.

2.2 PIHAK KEDUA lalai untuk melakukan penerimaan Apartemen sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perjanjian ini.

2.3 PIHAK KEDUA lalai melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Pasal 9 Perjanjian ini.

2.4 PIHAK KEDUA lalai untuk menandatangani Akta Jual Beli di hadapan pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perjanjian ini.

3. Lebih dari waktu ke waktu sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 11 ayat 2 point 1 Perjanjian ini ternyata PIHAK KEDUA tetap tidak beritikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka dengan pertimbangan PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA berhak menetapkan keadaan cidera janji terhadap PIHAK KEDUA.

4. Dalam hal terjadi peristiwa cidera janji sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 2 Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini, dan apabila terjadi hal tersebut diatas para pihak akan melepaskan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 1256, 1266, 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

5. Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian ini, maka Para Pihak tunduk pada ketentuan Pasal 14 Perjanjian ini.

Menurut peruntukan Pasal 1266 ayat (1) KUHPerdata, sebab batal dicantumkan dalam perjanjian, apabila salah satu pihak dalam perjanjian mengingkari apapun yang telah diperjanjikannya. Pasal 1266 ayat (2) menerangkan suatu perjanjian dapat dibatalkan wajib dengan putusan hakim. Pasal 1266 ayat (3) menegakkan bahwa meminta pembatalan perjanjian bisa dilakukan meskipun sebab batal telah dinyatakan dalam perjanjian.


Dalam kasus wanprestasi, keberadaan somasi atau surat perintah sangat penting karena suatu tindakan baru bisa disebut wanprestasi apabila ada somasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata yang menyatakan:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan itu sendiri, yaitu bisa perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan.”

Menurut Pasal 1243 KUHPerdata, debitur baru dapat diwajibkan untuk membayar ganti rugi apabila telah ada pernyataan lalai. Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdata menyatakan debitur dapat terbebas dari tuntutan ganti rugi dari kreditur, jika terjadi suatu hal yang tidak terduga (force majeure). Force majeure atau keadaan memaksa merupakan keadaan dimana posisi salah satu pihak gagal melaksanakan kewajibannya akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa pihak yang ingkar janji tersebut.


Dalam PPJB Apartemen Menara Rungkut Surabaya Nomor 139/PPJB/KPA/XII/2016, force majeure diatur dalam Pasal 18:

“Apabila terjadi force majeure, yakni hal-hal yang dapat mempengaruhi jalannya pelaksanaan pekerjaan atau perubahan harga di luar kemampuan PIHAK PERTAMA seperti: gempa, banjir, pemogokan, huru-hara, tindakan pemerintah di bidang moneter dan peraturan pemerintah yang bepengaruh terhadap harga barang dan jasa serta lain-lainnya, yang diluar kemampuan PIHAK PERTAMA, yang pada gilirannya kejadian force majeure tersebut diatas berpengaruh pada biaya operasional Apartemen, maka Para Pihak setuju untuk mengadakan perubahan dan/atau penambahan atas Perjanjian ini yang akan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan tersendiri dan Perjanjian Tambahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.”


Pada dasarnya, setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus dapat dilaksanakan dengan sukarela atau dengan itikad baik (Sinaga 2018). Namun dalam kenyataannya, perjanjian yang dibuat sering dilanggar. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan adalah suatu pola penyelesaian sengketa yang terjadi antara para pihak yang diselesaikan oleh pengadilan dan putusannya bersifat mengikat. Dalam PPJB Apartemen Menara Rungkut Surabaya, penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan adalah dengan menggunakan Arbitrase. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 19:
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat bahwa apabila terjadi perselisihan mengenai Perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya, maka para pihak akan menyelesaikan dengan cara musyawarah.
2. Apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk mengajukan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang terdiri dari 3 (tiga) juru damai (arbitor).
3. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa keputusan yag diambil oleh BANI adalah keputusan terakhir yang mengikat kedua belah pihak dan oleh karena itu Para Pihak sepakat mentaati/mematuhi keputusan tersebut.

Arbitrase menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar perdilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan apabila telah ada suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Artinya, selama di dalam perjanjian di sebutkan klausul mengenai penyelesaian sengketa menggunakan arbitrase, maka sengketa dapat diselesaikan melalui arbitrase, baik itu berupa klausula suatu perjanjian sebelum timbul sengketa, maupun perjanjian khusus arbitrase yang dibuat setelah ada sengketa.


PPJB merupakan perjanjian baku. Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan:

 “Setiap pihak yang mengadakan perjanjian bebas membuat perjanjian sepanjang isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum.”

Dalam PPJB, kedua belah pihak telah menyetujui karena dalam perjanjian baku, terdapat prinsip “take it or leave it” sehingga tidak adanya unsur paksaan dari semua pihak. Sehingga tidak melanggar norma hukum. 

Selain syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, ada beberapa syarat lagi yang harus dipenuhi apabila ingin melakukan jual beli Apartemen dengan sistem Pre Project Selling. Pengembang harus memenuhi ketentuan administratif terlebih dahulu ketika akan melakukan pembangunan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (2) Undang Undang Rumah Susun. Sebelum dilakukannya pembuatan PPJB di hadapan Notaris, pengembang harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun yakni:
“PPJB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi persyatan kepastian atas:
a. status kepemilikan tanah;
b. kepemilikan IMB;
c. ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum;
d. keterbangunan paling sedikit 20% (dua puluh persen);
e. hal yang diperjanjikan”.

Apabila syarat-syarat tersebut diatas belum dapat dipastikan, maka PPJB pun tidak dapat dibuat.


Akibat hukum dari PPJB sebagai perjanjian pendahuluan adalah mengikat para pihak yang membuatnya yaitu pengembang dan calon pembeli. Dasar hukum yang digunakan dalam PPJB adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman sebagai lex specialis, Keputusan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah serta dikaitkan dengan Pasal 1388 ayat (1) KUHPerdata sebagai lex generalis. PPJB juga menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya yaitu untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut untuk kemudian dituangkan dalam Akta Jual Beli (AJB). 


Itikad baik merupakan asas dalam hukum perjanjian yang telah diimplementasikan kedalam norma hukum, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu, setiap orang dituntut untuk beritikad baik dalam melaksanakan perjanjian dengan mengacu pada norma-norma kepatutan. Para pihak yang beritikad baik seharusnya mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subjek hukum terhadap hak dan kewajiban. PPJB dalam prakteknya dimungkinkan untuk dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihak atau atas kesepakatan kedua belah phak. PPJB tersebut dapat pula dibatalkan oleh suatu keputusan pengadilan. Dibatalkannya suatu akta perjanjian yang dibuat secara otentik tentu akan membawa konsekuensi hukum.


Pada dasarnya, prinsip jual beli tanah sebagai benda tidak bergerak harus didasarkan pada persetujuan atau perjanjian yang didasari adanya kesepakatan para pihak dalam bentuk surat menyurat yang kuat dan jelas yang menjamin kepastian hukum. pemindahan hak milik atas tanah kepada orang lain harus dilakukan melaui perbuatan hukum berupa penyerahan (juridische levering) yang dibuatkan surat penyerahan (akte van transport) yang dikutip dari daftar eigendom (Mursalim 2017). 

Dalam hukum pertanahan, dokumen peralihan hak atas tanah sangat penting sebagai bukti adanya peralihan hak tersebut. PPJB adalah salah satu bentuk surat sebagai komitmen awal pada jual beli. Sebagai akta non otentik, hal itu menyebabkan PPJB tidak mengikat tanah sebagai objek perjanjiannya dan tentu tidak menyebabkan beralihnya kepemilikan tanah dari penjual ke pembeli (Mursalim 2020).

Dalam hukum kontrak, yang dimaksud dengan pembatalan kontrak pada dasarnya adalah suatu keadaan yang membawa akibat suatu hubungan kontraktual itu dianggap tidak pernah ada. Dengan adanya pembatalan kontrak, maka eksistensi kontrak dengan sendiri menjadi hapus. Akibat hukum batalnya kontrak yang menghapus eksistensi kontrak selalu dianggap berlaku surut sejak dibuatnya kontrak. Pemahaman mengenai pembatalan kontrak seharusnya dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak, yaitu tidak terpenuhinya unsur subyektif, apabila kontrak tersebut lahir karena adanya cacat kehendak (onbekwaamheid) (Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPerdata), sehingga berakibat kontrak tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). Pembatalan ialah suatu cara untuk memulihkan keadaan (Prianto 2010). Hal ini sejalan dengan asas keseimbangan, yakni yang ditujukan untuk menjaga kepentingan para pihak dan sekaligus membatasi dan mencegah kemungkinan pembatalan demi hukum atau pembatalan karena sutau keadaan dan situasi yang tidak seimbang dalam kontrak. Pembatalan dalam perjanjian bukanlah semata-mata “hak dari seseorang”, melainkan juga “kepentingan para pihak” (Prianto 2010).

PPJB Apartemen yang telah dibuat oleh para pihak dapat dilakukan pembatalan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M/2019 Tentang Sistem PPJB Rumah yaitu:

1. “Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pelaku pembangunan maka seluruh pembayaran yang telah diterima harus dikembalikan kepada pembeli.

2. Dalam hal pembatalan pembelian Rumah setelah penandatanganan PPJB karena kelalaian pembeli, maka:

a. jika pembayaran telah dilakukan pembeli paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, keseluruhan pembayaran menjadi hak pelaku pembangunan; atau
b. Jika pembayaran telah dilakukan pembeli lebih dari 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi, pelaku pembangunan berhak memotong 10% (sepuluh persen) dari harga transaksi.”

Permasalahan yang terjadi antara para pihak dapat berakibat pada pembatalan PPJB yang dilakukan oleh pembeli karena pembeli merasa dirugikan oleh pihak pengembang. Berdasarkan Pasal 1381 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya perikatan adalah selesainya atau hapusnya sebuah perikatan yang diadakan antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi. Sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi (H.S. 2003). 
Akibat batal sebuah PPJB adalah karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengembang yang tidak mengindahkan suatu bentuk perjanjian sehingga pengembang dapat dikatakan wanprestasi terhadap apa yang telah diperjanjikan kepada pihak pembeli yaitu unit Apartemen. Namun, terdapat juga pembatalan yang dilakukan oleh calon pembeli dimana calon pembeli lalai dalam memenuhi prestasinya yaitu tidak membayar kewajiban mereka sebagai pembeli sehingga pengembang membatalkan PPJB atas dasar kewenangan didalam PPJB. Calon pembeli seharusnya mentaati kesepakatan yang tertuang di dalam PPJB. Dalam PPJB Apartemen Menara Rungkut Surabaya, pembatalan atau berakhirnya perjanjian diatur dalam Pasal 14 yakni:
1. Apabila perjanjian ini menjadi batal atau berakhir, pembatalan atau pengakhiran mana terjadi karena kehendak PIHAK KEDUA sendiri atau karena terpenuhinya syarat-syarat dalam Perjanjian ini maupun karena terjadi peristiwa cidera janji yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana diatur pada Pasal 3,4 dan Pasal 5 Perjanjian ini, maka seluruh pembayaran yang diterima oleh PIHAK PERTAMA akan menjadi milik PIHAK PERTAMA sepenuhnya (setelah dikurangi PPN 10% dan pajak-pajak lainnya) dan PIHAK KEDUA tidak dapat menuntut ganti rugi apapun dari PIHAK PERTAMA.
2. Apabila terjadi pembatalan atau pengakhiran sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perjanjian ini sedangkan PIHAK KEDUA atau siapapun yang mendapat hak dari PIHAK KEDUA sudah menempati Apartemen, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak Perjanjian ini dinyatakan batal atau berakhir, PIHAK KEDUA atau siapapun yang mendapat hak dari PIHAK KEDUA harus segera mengosongkan Apartemen yang ditempati dan dikembalikan kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan bersih. Apabila lebih dari 14 (empat belas) hari tersebut PIHAK KEDUA belum juga mengosongkan Apartemen yang ditempati, maka dengan ini PIHAK KEDUA memberi kuasa kepada PIHAK PERTAMA untuk mengosongkan dan bilamana perlu dengan bantuan Pihak yang berwajib untuk mengosongkan Apartemen yang ditempati oleh PIHAK KEDUA atau siapapun yang mendapat hak dari PIHAK KEDUA.

Apabila di dalam Apartemen yang dikosongkan oleh PIHAK PERTAMA masih terdapat barang-barang dan perlengkapan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak memindahkan dan/atau menitipkan barang-barang dan perlengkapan tersebut ke suatu tempat yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA dengan biaya pemindahan dan/atau penitipan yang ditanggung oleh PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dibebaskan dari semua pertanggungjawaban atas segala kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pemindahan barang-barang dan perlengkapannya tersebut.

Selanjutnya PIHAK KEDUA harus mengambil barang-barang dan perlengkapannya tersebut dari tempat pemindahan dan/atau penitipan dengan sebelumnya melunasi segala denda-denda dan kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA yang masih tertunggak kepada PIHAK PERTAMA.

Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dipindahkan dan/atau barang-barang dan perlenkapannya tersebut PIHAK KEDUA tidak mengambil dari tempat pemindahan dan/atau penitipan, maka PIHAK PERTAMA dengan tidak mengurangi hak tuntutannya berhak mengambil dan menjual barang-barang dan perlengkapannya tersebut kepada Pihak lain, dan hasil penjualan barang-barang dan perlengkapannya tersebut akan dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA untuk membayar seluruh kewajiban-kewajiban PIHAK KEDUA yang masih tertunggak.
1. Mengenai Pembatalan Perjanjian ini, dengan ini Para Pihak melepaskan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1256, 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pembatalan Perjanjian ini senantiasa harus ditafsirkan sebagai berakhir, pengakhiran atau pembatalan jual beli yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini.

Substansi dalam Pasal 14 PPJB ini, sangat rentan dijadikan alasan oleh pengembang untuk mengambil tindakan sepihak yang merugikan calon pembeli. Dalam pasal ini juga dicantumkan ketentuan bahwa para pihak telah bersepakat melepaskan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata yang nantinya klausul ini akan berakibat hukum apabila terjadi wanprestasi, perjanjian tersebut tidak perlu dimintakan pembatalan kepada hakim, tetapi dengan sendirinya telah batal demi hukum. Dalam hal ini, wanpretasi adalah syarat batal. Pencantuman klausul mengenai syarat-syarat batal merupakan salah satu klausul yang sangat penting bagi perlindungan kepentingan Pengembang. Hernoko berpendapat bahwa:

“Mengenai pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata, ada dua pendapat yang saling bertolak belakang, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa Pasal 1266 KUHPerdata merupakan aturan yang bersifat memaksa dan adapula yang berpendapat bahwa aturan ini bersifat melengkapi, sehingga dapat disampingkan oleh para pihak” (Hernoko 2014).

Akibat hukum pada pembatalan kontrak adalah pengembalian pada posisi semula, sebagaimana halnya sebelum penutupan kontrak. Misal dalam kontrak jual beli yang dibatalkan, maka barang dan harga harus dikembalikan kepada masing-masing pihak dan apabila pengembalian barang tidak lagi dimungkinakan, maka dapat diganti dengan objek yang sejenis atau senilai. 
Konsekuensi lanjutan dari pembatalan adalah, apabila setelah pembatalan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya (mengembalikan apa yang telah diperolehnya), maka pihak yang lain dapat mengajukan gugat revindaksi untuk pengembalian barang miliknya (Pasal 574 KUHPerdata) atau gugat perorangan atas dasar pembayaran yang tidak terutang (Pasal 1359 KUHPerdata). Dalam Pasal 1266 KUHPerdata menjelaskan bahwa wanprestasi secara senantiasa dianggap sebagai syarat batal dalam suatu perjanjian agar pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang melakukan ingkar janji bisa melakukan pembatalan perjanjian melalui pengadilan baik dikarenakan keingkaran tersebut dinyatakan sebagai kondisi batal didalam perjanjian atau tidak ada di dalam perjanjian. Apabila pada dasarnya suatu kewajiban tidak dikerjakan dan juga kewajiban yang tidak dilaksanakan dan dimana suatu perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, maka perjanjian tersebut dapat diputuskan dan diminta ganti rugi. Asal kewajiban yang tidak dilaksanakan hal itu bukan dikarenakan hal-hal yang bersifat force majeure.


Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdata, maka suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi empat syarat. Dua syarat yang pertama, dinamankan syarat subjektif, karena mengenai orang-orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat terakhir adalah syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yan dilakukan. Terdapat implikasi hukum jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi. Dalam hal ini, jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Dengan demikian, maka tidak ada dasar bagi para pihak untuk saling menunut didepan hakim (null and void).

Abdul Azis Muhammad, dosen Fakultas Hukum Univesitas Muhamadiyah Jakarta dan juga mejelis pengawas Notaris Kota Tangerang Selatan menjelaskan bahwa:

“Kewenangan seorang notaris dalam pembuatan PPJB dan AJB adalah harus sesuai dengan undang-undang, kewajiban notaris yaitu harus jujur, seksama, tidak berpihak, dan memberikan kepastian hukum terhadap para pihak” (Surabayaupdate.com 2018).
Kepastian hukum yang dimaksud yaitu seorang notaris wajib mengetahui kualitas para pihak yang menghadap kepada dirinya. Isi dari surat PPJB juga harus dibacakan kepada para pihak. PPJB wajib dibacakan kepada para pihak, jika tidak dibacakan, maka PPJB dianggap cacat hukum dan batal demi hukum. Di dalam PPJB juga harus dicantumkan batas waktu. Hal ini dianggap untuk memberi kepastian hukum terhadap para pihak. Jika tidak ada batas waktu dalam PPJB, maka PPJB tersebut dianggap kabur dan batal demi hukum (Eno 2018).
PENUTUP

Simpulan
1. PPJB merupakan kesepakatan antara pengembang dan pembeli untuk melakukan jual beli apartemen sebelum pembangunan dilakukan atau masih dalam proses pembangunan. PPJB dengan sistem Pre Project Selling merupakan perjanjian yang sah karena PPJB tersebut telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 42 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Rumah Susun. PPJB dilakukan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata. PPJB harus dilaksanakan dengan prinsip itikad baik oleh para pihak.
2. Akibat hukum dari PPJB Apartemen dengan sistem Pre Project Selling bagi para pihak yaitu PPJB dapat dibatalkan oleh salah satu pihak maupun kesepakatan antara kedua belah pihak. Pembatalan sebaiknya dilakukan di pengadilan. Akibat hukum pembatalan PPJB yang telah diputuskan oleh hakim adalah PPJB tersebut dibatalkan dan tidak lagi mempuyai kekuataun hukum yang mengikat. Akibat hukum PPJB Apartemen dengan sistem Pre Project Selling bagi para pihak jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pengembang yang tidak memenuhi prestasi. Maka, pengembang wajib mengembalikan apa yang sudah dibayarkan oleh pembeli sesuai dengan ketentuan yang sudah diperjanjikan dalam PPJB. Namun, apabila wanprestasi dilakukan oleh pihak pembeli sebagaimana ia tidak memenuhi prestasinya, maka pihak pengembang dapat meminta ganti rugi.
Saran
1. Bagi Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
Perlu adanya pengaturan yang lebih jelas dan kompleks terkait PPJB hak atas tanah sehingga nantinya dapat mempertahankan status dan kedudukan serta tercapainya kepastian hukum dari PPJB tersebut. Mengenai PPJB, sebaiknya diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berkaitan dengan satuan atas rumah susun, sehingga pihak yang memakai pengikatan jual beli sebagai perjanjian pendahuluan dalam jual beli hak atas tanah lebih terlindungi dengan baik.
2. Bagi Notaris;
Wajib membuat ketentuan-ketentuan yang lebih jelas, tegas dan terperinci terkait klausul-klausul dan perbuatan-perbuatan lainnya yang mungkin terjadi dalam PPJB tersebut, sehingga para pihak baik penjual maupun pembeli dapat memperoleh perlindungan hukum.
3. Bagi Pembeli;
Sebelum mengikatkan diri pada PPJB, sebaiknya pembeli mengecek dan membaca isi dari PPJB yang diberikan oleh pengembang terlebih dahulu.
4. Bagi Pengembang;
Sebelum melakukan pemasaran dengan sistem Pre Project Selling dan membuat PPJB, sebaiknya pengembang membaca terlebih dahulu pengaturan yang berlaku di Indonesia dan menerapkannya dengan benar sesuai dengan apa yang ditentukan, sehingga nantinya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan oleh para pihak.
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